
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran ,J 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ~ 

Mengingat : 1. 

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 

2021 dan menindaklanjuti Surat Menteri Kesehatan 

Nomor: PR.01.01/ 1.3/ 1834/2021 hal Percepatan 

Peru bahan Rencana Kegiatan, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati ten tang Pergeseran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 

Anggaran 2021 dalam rangka penggunaan dana alokasi 

khusus non fisik bidang kesehatan Tahun Anggaran 

2021. 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Menimbang: 

BOPATI KOLA.KA, 

PERATORAN BOPATI KOLA.KA 
NOMOR s s T<4HUN ~0<11 

TENTANG 

PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON 
ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA PENGGONAAN DANA ALOKASI 

KHOSOS NON FISIK BIDANG KESEHATAN 
TAHON ANGGARAN 2021 

BUPATIKOLAKA 
PROVINSISULAWESITENGGARA 



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5040); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 20219 tentang Perubahan atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Um um 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 6041); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Adminitrasti Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman 
telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (berita negara Repu blik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
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0,00 
0,00 
0,00 

7.000.000.000,00 
0,00 

7.000.000.000,00 
0,00 

7.000.000.000,00 

(7.000.000.000,00) 

Rp Jumlah Pembiayaan Netto 
SiLPA 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Semula 
Bertam bah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

4. PEMBIAY AAN DAERAH 
A. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Rp. Surplus I (Defisit) 

Rp. 1.282. 769.606.858,00 Jumlah Belanja Daerah 

Rp. 151.493.248.300,00 
Rp. 0,00 
Rp. 151.493.248.300,00 

D. Belanja Transfer 
Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Rp. 11.687.596.400,00 
Rp. 0,00 
Rp. 11.687.596.400,00 

C. Belanja Tidak Terduga 
Semula 
Bertam bah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Rp. 317.286.631.679,00 
Rp. 0,00 
Rp. 317.286.631.679,00 

B. Belanja Modal 
Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Rp. 802.302.130.4 79,00 
Rp. 0,00 
Rp. 802.302.130.479,00 

3. BELANJA DAERAH 
A. Belanja Operasi 

Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Rp. 1.275. 769.606.858,00 Jumlah Pendapatan Daerah 

56.255.419.700,00 
0,00 

56.255.419. 700,00 

133. 705.406.158,00 
0,00 

133. 705.406.158,00 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

2. PENDAPATAN DAERAH 
A. Pendapatan Asli Daerah 

Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

B. Pendapatan Transfer 
Semula Rp. l.085.808.781.000,00 
Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 
Menjadi Rp. l.085.808.781.000,00 

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Semula Rp. 
Bert.am bah/ (Berkurang) Rp. 
Menjadi Rp. 

Rp. l.289.769.606.858,00 
Rp. 0,00 
Rp. l.289.769.606.858,00 

Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Melakukan pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan Dana Alokasi 
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 sehingga menjadi 
se bagai beriku t: 
1. TOTAL APBD TA. 2021 
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._J 

~POITU MURTOPO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021, NOMOR ?.. S 

SEKRETARIS D RAH 

/: KAB'CTEN K :~· i 
, 

Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal I~ JucJ/w21 

<i)1 BUP;.rcavLAKA,v_. • 
jAHMAD~EI 

Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal I j JV L/ so 'l I 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada t.anggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. 

Pasal 3 

Pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kolaka Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penggunaan dana alokasi khusus non 

fisik bidang kesehat.an Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 
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